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1. Pendahuluan

Stabilitas di sector jasa keuangan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu
negara, termasuk Indonesia, di Indonesia, pada tahun 2022, dikutip dari laman Investor.id, sejumlah
sector jasa keuangan berdasarkan laporan dari OJK mengalami peningkatan, mulai dari sector
perbankan utamanya kredit modal kerja tumbuh antara 12% sampai dengan 13%, sedangkan kredit
investasi tumbuh antara 8% sampai dengan 9%, kemudian untuk kredit restrukturisasi mengalami
penurunan sebesar 40% pada tahun 2022 ini, sedangkan di sector pasar modal mengalami
peningkatan bahkan menurut laporan OJK, jumlah IPO atau Initial Public Offering mencapai rekor
tertinggi pada tahun 2022 ini.

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sector jasa keuangan
tidaklah selalu berjalan mulus, hal ini disebabkan oleh adanya sengketa-sengketa yang timbul pada
sector jasa keuangan, dikutip dari laman beritasatu.com, disebutkan bahwa pada periode Januari
2021 hingga Agustus 2022, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS -
SJK) telah menerima 2.045 kasus, atau jika di rata-rata mencapai angka 122 kasus per bulan,
sementara itu, OJK pada tahun 2022 menargetkan penyelesaian kasus sebanyak 500 kasus, hal ini
disebabkan oleh pencapaian kesepakatan perdamaian yang hanya mencapai 52% sementarasisanya
berakhirdengan tidak dicapainya kata sepakat.

Ribuan sengketa yang diterima LAPS-SJK sebagai lembaga yang bertugas untuk
menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di dominasi oleh sengketa jasa keuangan yang
berbasis financial tecnNomorlogy atau fintech, dikutip dari laman CNBC Indonesia, sengketa di
sector jasa keuangan mendominasi sebesar 12,01%, kemudian di ikuti oleh pembiayaan modal kerja
sebesar 7,79%, selanjutnya kartu kredit sebesar 6,82%, kredit kendaraan bermotor sebesar 6,17%
serta tabungan sebesar 5,19%.

Dalam menyelesaikan sengketa di sector jasa keuangan, OJK mengedepankan prinsip win-
win solution serta putusannya bersifat final dan mengikat, serta untuk perkara dan retail small claim,
OJK memberlakukan pembebasan biaya, hal tersebut dikemukakan oleh Ihza Averoes Aryonegoro
dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2022.
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Keberadaan OJK diharapkan mampu menunjang aktifitas Perekonomian di Indonesia, salah
satunyaadalah mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan, dengan
adanya perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan maka akan mampu
mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang stabil dan berkelanjutan, salah satu wujud
perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan adalah terbentuknya LAPS-SJK sesuai
dengan amanat dari UU OJK, bahwasanya OJK diharapkan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat, hal tersebut dikemukakan oleh Atika Ismail dan Eni Suarti dalam
penelitiannyayang dilakukan pada tahun 2021.

Salah satu upaya penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan melalui LAPS adalah
penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi , dalam melakukan mediasi, mediator benar-benar
bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan, dalam hal ini para pihak diberikan perlakuan yang sama terkait dengan penilaian
terhadap suatu Tindakan, hal ini diungkapkan oleh Nahdhah dalam penelitiannya yang dilaksanakan
pada tahun 2021.

Untuk menjamin suatu perlindungan hukum dalam hal ini terhadap konsumen di sector jasa
keuangan, hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan kepastian hukum yaitu berupa aturan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat menjadi payung hukum untuk
menjamin adanya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan, sebab, jika
ditinjau dari mahzab positivisme hukum, kepastian hukum itu dapat tercipta karena adanya suatu
hukum yang jelas sehingga tidak di dasarkan pada spekulasi subjektif saja.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya, makamenjadi menarik untuk
dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal hukum dengan judul “Alternatif
Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum”.

Adapun rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan pada latar belakang yang telah
dipaparkan sebelumnya adalah : Bagaimanakah perkembangan LAPS-SJK di Indonesia ? serta
Bagaimanakah pengaturan hukum LAPS-SJK Pasca Berlakunya POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun
20207

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif menurut
Joenaedi Efendi dan Johnny lbrahim juga dapat disebut sebagai penelitian doktrinal, yang
mengkonsepkan hukum sebagai law in book. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sejarah (historical
approach).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan LAPS-SJK di Indonesia

Untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, maka suatunegara memerlukan suatu
aturan hukum yang jelas untuk mendukung pembangunan ekonominya, jika perekonomian suatu
negara tumbuh dengan baik dan berkelanjutan maka akan dapat menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakatnya.

Jasa keuangan merupakan salah satu sector penting yang dapat menunjang pertumbuhan
ekonomi suatu negara, keberhasilan di berbagai sektor jasa keuangan sering dijadikan tolok ukur
keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu pula yang mendorong pemerintah
Indonesia pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, kemudian Krisis global pada tahun 2008
serta krisis yang menimpa negara-negara di eropa pada tahun 2010 melakukan reformasi di sector
jasa keuangan melalui pendirian Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) pada tahun
2011.

Adapun dasar hukum pendirian OJK adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK,
dalam UU OJK pada Pasal 4 ditentukan bahwa tujuan dari pembentukan OJK adalah
terselenggaranya kegiatan di sector jasa keuangan yang teratur,, adil, transparan dan akuntabel serta
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan OJK juga diharapkan mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Jika ditinjau dari segi sejarahnya, pembentukan OJK merupakan amanat dari UU Nomor 3
Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam
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Pasal 34 UU Bank Indonesia menentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh
lembaga pengawas yang independent, yang berada diluar pemerintah dan berkewajiban
menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.

Dengan adanya OJK sebagai pengawas di sector jasa keuangan, maka hal ini juga
berpengaruh pada penyelesaian sengketa yang timbul pada sector jasa keuangan, berdasarkan pada
sejarah pembentukannya, sesuai dengan kewajiban dari OJK yaitu memberikan perlindun gan
kepada konsumen, khususnya konsumen di sector jasa keuangan, maka, pada Tahun 2014 OJK
membentuk LAPS-SJK yang diatur dalam POJK 1/POJK.07/2014 tentang LAPS-SJK (selanjutnya
disebut POJK 1/2014).

Adapun disahkannya POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK merupakan merupakan pelaksanaan
dari POJK 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK
Nomor 1 Tahun 2013 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK yang
menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur
dengan peraturan OJK.

Berdasarkan POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK, OJK mewajibkan setiap Lembaga Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut LIJK) untuk memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme
pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen, sehingga pengaduan dari konsumen
tersebut dapat di selesaikan secara mandiri oleh LIK terlebih dahulu atau disebut dengan Internal
Dispute Settlement, jika penyelesaian sengketa di LIK tidak menemui kata sepakat, maka para
pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK mengatur penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan
dapat dilakukan melalui jalur mediasi, jalur arbitrase serta ajudikasi, hal ini berbeda dengan
peraturan terdahulu ketika pengawasan sector jasa keuangan masih menjadi kewenangan Bl yang
diatur melalui PBI Nomor 8/5 Tahun 2006, namun, ketentuan yang ada dalam POJK 1/2014
tentang LAPS-SJK tidak berbeda jauh dengan ketentuan yangada dalam UU Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada awal pembentukan LAPS-SJK berdasarkan pada POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK,
OJK mengatur 6 (enam) LAPS yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di sector jasa
keuangan, keenam LAPS tersebut antara lain : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi
dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAL), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan
Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) dan Badan
Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Seiring perkembangan situasi global yang berubah sangat cepat, serta untuk mewujudkan
penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan melalui LAPS-SJK yang lebih efektif dan efesien,
maka, OJK memutuskan untuk mengganti POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK dengan menetapkan
POJK yang baru terkait dengan LAPS-SJK yaitu POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020 tentang
LAPS-SIK (selanjutnya disebut POJK 61/2020) , yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.

3.2 Pengaturan Hukum LAPS-SJK Pasca Berlakunya POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020

Adanya pembaharuan aturan terkait LAPS-SJK seperti yang telah dipaparkan secara
singkat sebelumnya memberikan dampak berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui
LAPS-SIK, LAPS-SJK berdasarkan pada POJK 61/2020 merupakan lembaga yang terintegrasi
serta berkedudukan di luar OJK dan bukan merupakan hasil penggabungan dari LAPS yang telah
ada sebelumnya, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dengan konsumen disektor jasa keuangan, pemb entukan
LAPS-SJK bertujuan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang
professional, kredibel serta menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan.

Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS-SJK wajib memenuhi kriteria
sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020, yaitu :
1. Adanya pengaduan terlebih dahulu kepada PUJK, yang kemudian di proses melalui Intern
Dispute Settlement namun tidak menemui kata sepakat atau belum mendapatkan tan ggapan
dari PUJK.
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2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diproses atau pernah
diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase atau Lembaga alternatuf penyelesaian sengketa
lainnya.

3. Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan.

Selain berupaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan yang
efektif dan efesien melalui LAPS-SJK, POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 juga memfasilitasi para
konsumen disektor jasa keuangan yang menyelesaikan sengketanya melalui LAPS-SJK yang dapat
diselesaikan dengan metode Online Dispute Resolution atau ODR, yang sebelumnya tidak diatur
dalam POJK 1/2014, dengan adanya metode ODR dalam penyelesaian sengketa disektor jasa
keuangan maka, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara virtual atau daring, sehingga
dapat menghemat waktu, biaya serta mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Mengingat bahwa pada tahun 2022, berdasarkan data yang telah dipaparkan di awal
bahwasanya dari ribuan sengketa yang diterima oleh LAPS-SJK, sector fintech mendominasi
sengketa disektor jasa keuangan dengan presentase sebesar 12,01%, hal ini menunjukkan bahwa
telah ada pergeseran kebiasaan yang ada di masyarakat, bahwasanya masyarakat kini lebih senang
bertransaksi secara online tanpa adanya tatap muka secara langsung.

Azna Abrory Wardana dan Bambang Nuruddin Imanullah dalam penelitiannya
berpendapat bahwa bisnis fintech merupakan bisnis yang dilakukan secara online, sehingga akan
efektif dan efesien jika penyelesaian sengketa yang timbul nantinya dapat diselesaikan melalui
ODR.

Sementara itu, Nadzya Tanazal dan Dona Budi Kharisma dalam penelitiannya terkait
dengan ODR berpendapat bahwa pesatnya perkembangan fintech telah berbanding lurus dengan
adanya isu hukum terkait sengketa fintech, sehingga pengaturan hukum terkait ODR sangat penting
untuk dilakukan untuk memberikan perlindungan serta manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen
fintech.

Bambang Nuruddin Imanullah dkk dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa ODR
merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang cocok digunakan dalam penyelesaian sengketa di
bidang fintech, karena kegiatan fintech didasarkan pada perjanjian elektronik, menggunakan
fasilitas internet dan direkam secara digital, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa
menggunakan ODR. dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa fintech di sector jasa
keuangan dapat dilakukan melalui LAPS-SJK

Adapun penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK secara online diatur dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf b POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 yang menentukan bahwa dalam proses penyelesaian
sengketa melalui LAPS-SJK dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Media
elektronik merupakan media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat
dalam penyelesaian sengketa bisnis fintech untuk mendengar atau melihat dan mendengar, seperti
penggunaan konferensi web, konferensi video, dan konferensi audio.

Selain memberikan layanan penyelesaian sengketa berbasis online, LAPS-SJK juga
memberikan kemudahan bagi para konsumen di sector jasa keuangan dalam hal pendaftaran
sengketa, pendaftaran sengketa di LAPS-SJK dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Portal
Perlindungan Konsumen (APPK), yang selanjutnya di proses terlebih dahulu melalui verifikasi dan
klarifikasi , kemudian jika dianggap layak dilanjutkan ke penyelesaian sengketa melalui LAPS-SIK
maka PIC dari LAPS-SJK akan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaian syarat formil untuk
dapat di proses ke tahap selanjutnya, baik melalui arbitrase, mediasi maupun pendapat mengikat
(binding opinion).

Jika dibandingkan antara POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 dengan aturan LAPS-SJK
sebelumnyayakni POJK 1/2014, terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

1. Dalam POJK 61/2020 yang wajib menjadi anggota LAPS-SJK adalah PUJK, sedangkan
pada aturan terdahulu yang wajib menjadi anggota LAPS-SJK adalah LIK.

2. LAPS-SJK dalam POJK 61/2020 terintegrasi dalam 1 (satu) Lembaga, sedangkan dalam
aturan terdahulu LAPS-SJK wajib ada pada setiap sector jasa keuangan.

3. LAPS-SJK dalam POJK 61/2020 wajib mendapatkan persetujuan OJK, sedangkan pada
aturan terdahulu, LAPS-SJK wajib terdaftar di OJK.
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4. LAPS-SJK dalam POJK 61/2020 minimal menyediakan model penyelesaian sengketa
berupa Mediasi dan Arbitrase, hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengatur
minimal 3(tiga) model penyelesaian sengketa yaitu Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase
Dalam POJK 61/2020 terdapat opsi pendapat mengikat (binding opinion).

PUJK dalam POJK 61/2020 diwajibkan untuk membayar iuran kepada LAPS-SIK.

oo

Berkaitan dengan proses beracara di LAPS-SJK, mengingat LAPS-SJK juga memiliki
tujuan untuk menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan, maka LAPS-
SJK juga mengeluarkan beberapa aturan terkait tata cara beracara di LAPS-SJK, diantaranya :
Peraturan LAPS-SIK Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, Peraturan LAPS-SIK
Nomor 04 tentang Mediator dan Arbiter, Peraturan LAPS-SJK Nomor 05 tentang Kode Etik serta
Peraturan LAPS-SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa, serta LAPS-SJK
juga memberikan putusan berupa perdamaian yang dituangkan dalam akta pedamaian (akta van
dading) yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan yang sudah berkekuatan hukum
tetap.

Jika dikaji dari segi kepastian hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu hakikat dari
suatu kepastian hukum tersebut, bahwasanya kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel
ternadap suatu tindakan yang sewenang-wenang, yang dapat diartikan bahwa seseorang dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan
hukum, Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kesesuaian baik terhadap ketentuan
dan putusan hakim, kepastian hukum juga merupakan pelaksanaan tata hukum yang jelas,
konsisten, teratur dan terbebas dari keadaan yang bersifat subyektif, oleh sebab itu dapat dikatakan
bahwa kepastian hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan adanya aturan-aturan hukum dalam upaya penyelesaian
sengketa disektor jasa keuangan melalui LAPS-SJK, maka dapat diketahui bahwa LAPS-SJK
sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan telah dapat memberikan suatu
kepastian hukum bagi masyarakat, sebab, berdasarkan pada aturan-aturan yang ada, LAPS-SJK
telah melaksanakan upaya perlindungan hukum bagi konsumen disektor jasa keuangan melalui
penyelesaian sengketa yang berupa mediasi, arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion),
serta kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta perdamaian (akta
van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, LAPS-SJK juga memfasilitasi para konsumen disektor jasa keuangan melalui
penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan secara online, hal ini tentu sangat memberikan
kemudahan akses bagi konsumen disektor jasa keuangan yang ingin menyelesaikan sengketanya
melalui LAPS-SIK.

4. Kesimpulan

Terbentuknya LAPS-SJK berawal dari disahkannya UU OJK pada tahun 2011, kemudian,
pada tahun 2013 dibentuklah LAPS di sector jasa keuangan berdasarkan pada POJK 1/2014 tentang
LAPS-SIK, adanya POJK 1/2014 berkaitan erat dengan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, padamulanya LAPS di sector jasa keuangan
terdiri dari 6 (enam) LAPS, hingga akhirnya terjadi penggantian aturan berkaitan dengan LAPS-SJK
dengan disahkannya POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang LAPS-SJK yang mengatur penyelesaian
sengketa di sector jasa keuangan melalui LAPS-SJK yang terintegrasi, hal ini disebabkan oleh
perkembangan tekNomorlogi yang pesat serta adanya dorongan untuk mewujudkan penyelesaian
sengketa melalui LAPS-SJK yang efektif dan efesien.

Melalui POJK 61/2020, LAPS-SJK memfasilitasi penyelesaian sengketa di sector jasa
keuangan yang dapat dilakukan melalui Arbitrase, Mediasi serta pendapat mengikat (binding
opinion), selain itu LAPS-SJK juga memfasilitasi penyelesaian sengketa secara online, hal ini
berbeda dengan aturan sebelumnya yang tidak mengatur penyelesaian sengketa secara online, selain
itu LAPS-SJK juga telah memiliki aturan tersendiri berkaitan dengan tata cara beracara di LAPS-
SJK, serta adanya putusan berupa akta perdamaian dalam prosesberacara di LAPS-SJK, hal ini
tentu memberikan kepastian hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan..
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